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ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang Mekanisme Sistem Penyidikan oleh
Kejaksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kabupaten Ogan
Ilir. Adapun metode pada penclitian skripsi ini memakai jenis penelitian empiris
atau lapangan (field resecrch), pendekatan penelitian perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan penelitian konseptual (conseptual approach).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana
Lorupsi dalam mekanisme penyidikannya terdapat beberapa tahapannya dalam
penerapannya yaitu : (1) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, (2) Menyusun
Rencana Penyidikan, (3) Mengumpulkan Bukti, (4) Ekspose, (5) Penyerahan
Berkas Kepada Penuntut Umum. Dalam menjalankan tahapan penyidikan
" Kejaksaan memiliki kendala-kendala, yaitu : Aturan, Penegak Hukum,
Keterbatasnya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Penyidikan,
serta masyarakat dan kebudayaan. Dalam pelaksanaan dilapangannya penyidikan
masih mengalami banyak kendala namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk
Kejaksaan untuk menunda penyidikan.

Kata Kunci : Kejaksaan, Penyidikan, Kendala
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna
bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tertera di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1
Bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi
manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh
dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditujuh bukan saja
orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan
hukum yang mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk
bertindak menurut hukum.

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana korupsi diatur dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberatasan Tindak pidana Korupsi. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-

!Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi , salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri
sendiri, orang lain atau korporasi.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan
masyarakat, serta dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial
masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut
masalah pengingkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah
satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah
korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi
juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi
masyarakat. Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini
membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan
pembangunan sosial ekonomi, politik serta dapat merusak nilai-nilai
demokratis dan moralitas karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah
budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju
masyarakat yang adil dan makmur. Korupsi adalah salah satu jenis
kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut
hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa,
dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang sulit ditanggulangi.
Sulitmya penanggulangan tindak pidana korupsi dilihat dari banyak

diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya



pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa
yang dilakukannya.?

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para
pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan
olen lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan
terorganisasi.® Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut white collar
crime atau Kkejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi dapat
dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara
sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan
jelas dengan melihat semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya
pemerintah dan aparat penegak hukum.*

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin
corupptio atau corruptus (Webster Student Dictionary 1960). selanjutnya
disebut bahwa corupptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu
kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa
Eropa seperti Inggris, yaitu Corupption, corrupt; Prancis, yaitu Corruption
dan Belanda yaitu Corruptie. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari
bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “Korupsi”.
arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca

dalam The Lexicon Webster Dictionary. Meskipun kata Corruptio itu luas

2 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.HIm 2.
3 Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.HIm 9.
4 Evi Hartanti, Op.Cit, HIm 1.



sekali artinya, namun sering Corruption dipersamakan artinya dengan
penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia Grote Winkler Prins
(1977). Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata
bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta di dalam
KamusUmum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk
seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”
Secara sosiologis dapat dibedakan menjadi tiga jenis korupsi, yaitu :
(@) Korupsi karena kebutuhan, bag ikaryawan dan pegawai rendah pada
umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari
mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai
dengan mengkorupsi waktu kerja. (b) Korupsi untuk memperkaya diri,
dilakukan oleh golongan penjabat, didorong karena sifat serakah,
melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan
berbagai pungli. (c) Korupsi karena peluang, pejabat atau sebagian
anggota masyarakat ketika diberi peluang akan memanfaatkan keadaan
tersebut, karena peyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang
terlalu birokratis, manajemen yang amburadul dan pejabat atau petugas
yang tidak bermoral.
Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia
karena hal berikut :
a. Sistem yang Kkeliru, negara yang baru merdeka selalu

mengalami, SDN, modal, teknologi dan manajemen. Oleh

5W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
Him 514.



karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintah
dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya
korupsi.

b. Gaji yang rendah, rendahnya gaji membuka peluang terjadinya
korupsi.

c. Law enforcement tidak berjalan, sering terdengar dalam
masyarakat kalau pencuri ayam di penjarakan, pejabat yang
melakukan korupsi lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang
berwenang khususnya penegak hukum mudah menerima suap
dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahanakhirnya,
korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut
sebagai korupsi sistematik.

d. Hukuman vyang ringan, dalam undang-undang korupsi
mengancam penjara pidana mati, tetapi harus memiliki syarat
tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, serta
ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi,
atau diganti dengan hukuman penjara ringan.

e. Tidak ada keteladanan pemimpin, sebagai masyarakat agraris
rakyat Indonesia cenderung paternalistik yaitu mereka akan
mengikuti apa yang dipraktikan pemmpin atau tokoh

masyarakat.®

®Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik Delik Di Luar KUHP,
Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, HIm 63.



Tindak pidana korupsi salah satu kejahatan Extra Ordinary Crime
sehingga perlu adanya pemberantasan dengan cara yang luar biasa.
Korupsi sering kali dilakukan oleh pejabat yang memegang kekuasaan di
suatu negara mulai dari tingkat daerah maupun tingkat pusat, dengan
menggelapkan uang negara dalam jumlah besar lalu menimpan ke luar

negeri hal ini yang dapatmerugikan negara.’

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang.
Tetapi juga negara maju seperti Amerika Serikat. Korupsi di negara-
negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang
seperti Indonesia. Instrumen dan Supremasi hukum pada negara-negara
maju dalam memberantas korupsi, berjalan dengan semestinya karena
adanya keseriusan aparat hukum yang didukung kemajuan politik kepala
pemerintah. Sebaliknya di Indonesia suburnya praktik korupsi terutama
saat orde baru yang dilanjutkan era reformasi kurang menyentuh perhatian
pemerintah dan wakil rakyat yang ada di parlemen.®

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum
pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai
spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti
penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan

seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap

" Heistiria Fertiwi, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tim Pengawal
Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) ( Studi Kasus Di Kota
Palembang),
Https://Repository.Unsri.Ac.1d/1048/1/RAMA_74201 02011181419493_0002095502_00180965
09 01_Front Ref.Pdf, Diakses 22 Agustus, Pukul 15:17 WIB.

8Dr. Ruslan Renggong, Op.Cit. HIm 59.




keuangan dan perekonomian negara. Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) Anti korupsi 2003 (United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC), 2003) mendiskripsikan masalah korupsi sudah
merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat
internasional dan nasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai
demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan
maupun penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke
tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari
jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi
kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya
yang memasuki selurun aspek kehidupan masyarakat untuk
menggambarkan meluasnya praktek korupsi, Transparancy internasional
Indonesia (TII) di berbagai survey menempatkan Negara Indonesia di skor

40 dan rangking 85 dari 180 negara.’

9CNN,skor indeks persepsi korupsi naik jadi 40,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200123164232-12-468074/tii-skor-indeks-persepsi-
korupsi-indonesia-naik-jadi-40, diakses 26 Agustus 2020, Pukul 11:09 WIB.
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Indonesia Corruption Watch mengeluarkan data mengenai jumlah
kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
pada tahun 2019 kasus korupsi menurun hingga 271 kasus dengan
tersangka sebanyak 580 tersangka. Meskipun demikian, kerugian yang
dialami negera justru meningkat menjadi Rp.8,41 triliun dibandingkan
tahun sebelumnya. Sementara jumlah tersangka pernah mencapai hingga
1.298 pada tahun 2017.1°

Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berhak melakukan
penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Aparat Penegak Hukum bagian dari
struktur hukum. Berbagai kasus yang dipertanggung jawabkan kepada

kejaksaan memberikan gambaran bahwa untuk membenahi Negara

10 Indonesia Corruption Watch, Penindakan Kasus Korupsi 2015-2019,

https://lokaldata.beritagar.id/gallery?search=korupsi, diakses 11 November 2020, Pukul 11.00

WIB.



Indonesia dengan pencegahan tindak pidana korupsi dalam waktu yang
cepat merupakan ketidak mungkinan tanpa adanya perkembangan atau
ide-ide serta gagasan baru sebagai bentuk mengendalikan kembali
penegakan hukum. Kejaksaan memiliki dasar hukum bahwa wewenang
serta tugas kejaksaksaan yaitu melakukan penyeli dik dan penyidikan
terhadap tindak pidana tertentu yang salah satunya merupakan tindak
pidana korupsi yang berdasarkan undang-undang. Di dalam penyidikan
kejaksaan mendapatkan porsi sebagai penyidik tindak pidana diluar Kuhp
atau tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana Subversi dan tindak
pidana korupsi.

Penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
memiliki pengertian serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan terdangkanya.*!

Pasal 26 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang pada
pokoknya berisikan bahwa, penyidikan, penututan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan
hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang, hal ini berarti penyidikan, tindak pidana korupsi dilakukan

berdasarkan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Uljhat Pasal 1 ayat 2 kitab Undang-Undnag Hukum Acara Pidana
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dengan demikian berarti peyidikan perkara tindak pidana Kkorupsi
dilakukan oleh penyidik polisi kecuali ditentukan oleh undang-undang ini.

Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi, perumusan norma-norma yang terdapat masih tetap sama
dengan udang-undang nomor 31 tahun 1999, yang berari bahwa
perumusan dalam undang-undang nomor 3 tahun 1971 dapat dijakdikan
dasar bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana
korupsi, dan sampai saat ini kejaksaan masih merupakan lembaga dari
pemerintah yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama negara
dan masyarakat dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana
korupsi.

Indonesia Corruption Watch melakukan pemantauan terhadap
korupsi berdasarkan provinsi selama tahun 2018, salah satunya di wilayah
sumatera selatan yang terdiri dari 17 kota/kabupaten terdapat 8 jumlah
kasus yang terjadi dengan kerugian negara sebanyak Rp.5,3 miliar.'?
Padahal di tahun 2017, kasus tindak pidana korupsi menyentuh angka 66
kasus dengan putusan tetap sebanyak 65 perkara, dan pada tahun 2019
dapat dilihat bahwa kasus korupsi kembali meningkat mencapai 44 kasus

tindak pidana korupsi.

2Indonesia Corruption Watch, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018,
https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren _penindakan_kasus korupsi 2018.pdf&ved=
2ahUKEwiszrW0__ sAhWGb30KHUpgC2QQFjAPegQIIXAC&usg=A0vVaw27uieMAZj3qKoo
OaldoQqgv, HIm 13, diakses pada 14 November 2020, Pukul 08.00 WIB.
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Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Sumatera selatan Pada
Tahun 2017-2019
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Pada saat ini banyak terjadinya tindak pidana yang terjadi di desa ,
salah satunya ialah terjadi di Desa Sunur, Kecamatan Rambang Kuang,
Kabupaten Ogan llir. Penjabat Kepala Desa Sunur, Apni S.Ag yang
terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala desa
untuk memperkaya diri sendiri dengan tidak menyetorkan uang
pendapatan asli desa (PAD).

Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Ogan Ilir yang terjadi
membuat beberapa pembangunan daerah menjadi terhambat, akibatmya
dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana korupsi juga
bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila kelima
yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan
uraikan di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan
mengangkat topik yang berjudul "“MEKANISME SISTEM
PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH KABUPATEN OGAN
ILIR
. Rumusan Masalah
a) Bagaimana pelaksanaan dalam proses penyidikan oleh Kejari Ogan

Ilir dalam pekara tindak pidana korupsi?
b) faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan

tindak pidana korupsi oleh Kejari Ogan Ilir?
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C. Tujuan Penelitian

a)

b)

Mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam proses penyidikan oleh
Kejari Ogan Ilir dalam perkara tindak pidana korupsi
Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses

penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejari Ogan Ilir?

D. Manfaat Penelitian

a)

b)

Manfaat teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan serta menambah
pengetahuan dalam ilmu hukum pidana terutama mengenai
mekanisme sistem penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang saat
ini menjadi tindak pidana yang gencar untuk diberantas.

Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang
bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum terutama dibidang hukum
pidana dan bagi mahasiswa lain terkait dengan pemahaman mengenai

mekanisme sistem penyidik terhadap pelaku tindak pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitia ini terarah mengingat luasnya jangkauan hukum

pidana penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini hanya

membahas tentang mekanisme sistem penyidikan oleh kejaksaan terhadap

pelaku tindak pidana korupsi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi

kendala dalam proses penyidikan oleh kejari ogan ilir dalam tindak pidana

korupsi
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F. Kerangka Teori
Dalam suatu penelitian, teori memegang peran yang sangat penting, fungsi
teri dalam penelitian meliputi :
a) Teori Penyidikan
Proses awal dalam rangkaian peradilan pidana yaitu proses
penyelidikan dan penyidikan untuk mencari  serta mendapatkan
jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa tindak
pidana. ** Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
pasal 1 ayat (1) dan (2) menyebutkan pengertian penyidik dan
penyidikan mengatakan, penyidik adalah pejabat polisi  negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan, lalu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
Kerangka sistem peradilan pidana peran penegak hukum
khususnya penyidik sangat strategis, karena penyidik merupakan

gerbang utama dimulainya tugas dalam pencarian kebenaran karena

13 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum

Progrresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm 1.
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sejatinya melalui proses penyidikan upaya penegak hukum baru mulai
dilakukkan. Tahap penyidikan merupakan proses terpenting dalam
kerangka hukum acara pidana karena dalam tahapan ini pihak penyidik
berupaya mengungkapkan bukti-bukti serta fakta-fakta atas terjadinya
suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tindak pidana tersebut.
Selain kepolisian yang dapat bertugas sebagai penyidik, kejaksaan
juga mempunyai wewenang untuk melakukan suatu proses penyidikan

dalam suatu tindak pidana khusus.

Secara garis besar kitab undang-undang hukum acara pidana dalam
penegakan hukum pidana mengenal tiga tahapan pemeriksaan yaitu
tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan. Dalam
penulisan skripsi ini penulis hanya membahas tahap penyidikan, karena
beberapa kasus dalam tindak pidana korupsi sering berhenti dalam
tahap penyidikan, kegiatan penyidikan sendiri mencakup kegiatan
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna mengetahui

tersangkanya dan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

b) Teori Penegakan Hukum
Dalam membahas penegak hukum maka tidak akan terlepas
mengenai masalah hukum, maka perlu dijelaskan bahwa pengertian

hukum yaitu sebagai suatu sistem atau kaidah, nilai dan pola tingkah



16

laku yang hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau
menjadi patokan sikap tindak.'*

Hukum merupakan acuan harapan dan kenyataan bagi masyarakat
untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan
perwujudan dari nilai kepercayaan, oleh sebab itu wajar apabila
penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya
dan menegakkan hukum pada haikikatnya yang berarti bahwa
menegakkan nilai kepercayaan di dalammasyarakat.®

Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945
memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia serta menjamin setiap waga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan dan tidak ada kecualinya. Dalam era
globalisasi inilah, kepastian, keadilan dan efesiensi sangat penting.

Pengertian hukum tersebut, maka akan mengarah kepada
penegakan hukum, merupakan kegiatan penyerasian nilai-nilai yang ada
didalam kaidah atau pandangan menilai yang baik untuk menciptakan
sosial engineering dan memelihara dan mempertahankan sosial kontrol
untuk kedamian pergaulan hidup.

Dalam hukum pidana terdapat larangan-laranagan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Penegak hukum dan keadilan

merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat

14 Purnadi Purbacaraka, Penegakan Hukum Dan Mengsuseskan Pembangunan,
Bandung,HIm 77.
15 Aziz Syamsyudin, Op.Cit, HIm 55.
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melibatkan berbagai kewengan instansi atau aparat penegak hukum

lainnya, (didalam aparat penegak hukum pidana melibatkan, aparat

penyidik atau kepolisian dan kejaksaan, aparat penuntut umum atau
kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).®

Dalam upaya menanggulangi atau mencegah kejahatan perlu
adanya penegakan hukum sehingga tidak adanya hambatan dalam
mewujudkan keinginan-keinginan hukum. Menurut soerjono Soekanto
berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi
beberapa faktor :’

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu  sendiri, tidak
diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya
peraturan perundang-undang yang sangat yang dibutuhkan untuk
menerapkan undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran
di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung pengekan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut
diterapkan.

e. [Faktor kebudayaan.

16 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media, Jakarta, 2010, HIm 4.

17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2007, HIm 5.
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Dari penjelasan teori penegak hukum diatas tersebut, dapat
diketahui kejaksaan merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum,
jaksa sebagai penegak hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan
prosesnya sebagai penyidik sering kali mendapatkan kendal-kendala di
lapangan, dari itu penulis dalam skripsi ini menuliskan faktor-faktor
menurut Soerjono Soekanto yang juga menjadi kendala bagi Kejaksaan

Negeri Ogan llir.

. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem
aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan
tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Untuk mecapai
yang diharapkan dengan terpat dan terarah dalam penelitian, penulis
menggunaan metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan
(field research), adalah penelitian langsung dilakukan ke objek
penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan
penelitian.
2. Sumber Data penelitian
Sebagaimana jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam
penulisan skripsi ini adalah Empiris, maka sumber data penelitian

yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :
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Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

penelitian di lapangan. Dilakukan dengan cara wawancara

yang dilakukan dengan pihak berkepentingan maupun
responden yang dapat memberikan informasi tentang apa
yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat secara tidak

langsung dari sumbernya seperti buku-buku, jurnal,

dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya;

a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan yang
memiliki kekuatan hukum mengikat dan yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantaan Tindak Pidana
Korupsi.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
erat kaitannya dan dapat membantu menganalisis dan

memahami bahan hukum primer. Contohnya : buku-
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buku hukum, jurnal-jurnal hukum, internet, dan lain
sebagainya.

c¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang
bahan hukum yang memberikan penjelasan seperti
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan

ensiklopedia.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain :

a.

Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
diteliti.'® Dalam hal ini adalah undang-undang yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi.

Pendekatan konseptual

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga
melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan
dengan permasalahan yang dihadapi atau permasalahan yang

sedang diteliti.

18peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta,

2005. HIm 133



21

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik

yaitu:

a.

Studi Lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan
penelitian secaralangsung terhadap objek yang akan diteliti, data
yang diperoleh melalui wawancara dan sebagainya, Yyang
berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi dengan cara
mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab
secara lisan pula. Wawancara yang digunakan dalam penelitian
dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup
kemungkinan mucul pertanyaan yang baru yang tidak ada
hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin
mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah
penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan pengumpulan data
lain.

Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan
untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam
penelitian, dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan
melakukan pengutipan dari bahan-bahan kepustakaan tersebut

sepeti buku-buku, dokumen, jurnal hukum, dan hasil penelitian
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lainnya yang berhubungan dengan judul permasalahan dalam

penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang akan

diteliti antara lain :

a.

Kejaksaan Negeri Ogan Ilir
Alamat : JI. Lintas Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering

Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

Populasi Data Dan Sampel

a.

Populasi dalam penelitian ini seluruh jaksa dibidang tindak pidana
khusus di Kejaksaan Negeri Ogan lir.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasi atau menjadi objek penelitian. Teknik penarikan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling. Hali ini dilakukan
dalam menentukan subjek yang didasarkan pada satu tujuan,
dalam penentuan sampel sebagai informan digunakan cara yang
sesuai dengan kebutuhan data dan berdasarkan pertimbangan
kedudukan dan kecekapan. Sampel ini juga diambil dari
wawancara kepada :

1) Azhary Arsyad Sulaiman, S.H. Jaksa Fungsional di Bidang

Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan llir.

2) Indah Putri Manurug, S.H. Jaksa Penyidik di Bidang Tindak

Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
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3) Sandi, S.H. Jaksa di Bidang Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
4) Ani Apriani,S.AP. di Bidang Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
7. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu
dengan cara data yang didapat di lapangan dikelola dan diuraikan
menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami.
8. Tenik Penarikan Kesimpulan
Metode dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis diolah
secara Induktif. Induktif adalah cara berfikir dengan mengambil
kesimpulan yang diawali dengan fakta atau data khusus berdasarkan
hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan
di lapangan atau pengalaman empiris, data dan fakta hasil dari
pengamatan empiris disusun, dikaji lalu diolah untuk ditarik maknanya

dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum.
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